S AL IN AN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor
73B/LHP/XVIII/ISMG/04/2020 terkait pengelolaan aset
tetap khususnya aset tetap berupa jalan, maka perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerabh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Menetapkan

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal |

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2021 Nomor 92) pada Lampiran Huruf A
Angka Romawi V Huruf C angka 2 huruf a diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

HADIDH,
9750811 199903 1009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
C) ASET NON LANCAR
2. Aset Tetap
a. Definisi Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas
yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang
diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset
tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

3) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku
aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset
setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset  yang
bersangkutan.

5) Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan
publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan publik.



6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan.

7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang
sedang dalam proses pembangunan.

8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan
dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi
Entitas yang terbagi dalam klasifikasi:

a) Tanah;

b) Peralatan dan Mesin;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e) Aset Tetap Lainnya; dan

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
penggunaannya;

c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.



13) Aset tetap berupajalan dikelompokkan ke dalam:

a) Jalan Kabupaten adalah Jalan kolektor primer
/sekunder yang tidak termasuk jalan nasional
dan jalan provinsi, serta  jalan lokal
primer/sekunder yang menghubungkan ibukota
kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota
kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota
kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan
antar desa. Termasuk jalan strategis kabupaten
dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5
meter;

b) Jalan Lingkungan adalah jalan yang
menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam
kawasan perkotaan dan jalan di dalam
lingkungan kawasan perkotaan serta
menghubungkan antar persil dalam kawasan
perkotaan dengan lebar badan jalan paling
sedikit 3,5 meter; dan

c) dikecualikan  dari  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b adalah jalan
lingkungan yang ada sebelum diundangkannya
Peraturan Bupati ini.

14) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakali.

15) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah
Aset Tetap Renovasi.

16) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan namun
pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset
Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai.



17) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam
Bagan Akun Standar (BAS).

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



